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ABSTRAK

Nurlela, Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal
Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang. Dibimbing oleh Bapak Rahman Ambo
Masse dan Bapak Muhammad Kamal Zubair.

Penelitian ini bertujuan untuk
BMT Al-Birry Kabupaten Pinra
murabahah pada produk pembia

Penelitian ini
fenomenologi yang pend
lapangan melalui ob

engetahui mekanisme akad murabahah di
a untuk mengetahui penerapan akad
-Birry Kabupaten Pinrang.

kualitatif dengan pendekatan
elihat kenyataan yang ada di
untuk menganalisis suatu
enomenologi digunakan
rabahah pada produk

urabahah di
ketentuan

itian ini
pan yang ada.
ana implementasi

awil Al-Bi

nuhinya unsur-unsur 'y
rabahah_. I\{I_ekar_usrr]e-m
uan perjanjian, jaminan,

Murabahah, Produk Pe
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir

sebagai alternatif bagi Lembaga vensional, terutama ditujukan untuk

menawarkan kesempat niagaan yang sesuai dengan

prinsip syariah. U ang masih sangat enjadikan pertumbuhan
mbuh pesat
ga keuangan
onvensional lebih dahu ban ekonomi
bangsa nerapkan sistem bunga.
umat Is

dengan i i itu. i : liki inisiatif

untuk

ngan sy?wn ErPAkn Encul di

menjangkau usaha mikro. Sehingga’ praktek ini secara tidak langsung tidak

memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Lembaga keuangan

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keungan Syariah (Jakarta
Bumi Aksara, 2008), h. 1.
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tersebut menerapkan sistem dan prosedur yang baku, sehingga rakyat kecil tidak
dapat meminjam dana untuk menambah operasional usahanya. Selain itu, lembaga
perbankan memiliki prosedur yang panjang dan rumit. Dengan adanya berbagai

kendala tersebut, maka masyarakat lapisan bawah yang mengelola usaha mikro yang

kemungkinan berpotensi besar a menjadi terhambat. Oleh karena itu,

dibutuhkan instansi keu iki kompetensi profesionalitas
i yang telah
| maal yang

sangat signifi eimbangkan

yang

ada masa itu dengan psidi kepada

del lembaga
yang saat ini
pai trilyunan
gembangkan
usaha kecil
a tidak lain
untuk menampung dana masyarakat dan‘menyalurkannya kembali kepada masyarakat
terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan
bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas

pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah,

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



mudharabah, gardh dan lain-lain. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dana yang non profit, seperti zakat, infag dan shadagah. Sedangkan
baitul tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan

berlandaskan syariah.?

Baitul Maal Wat Tamwi akan salah satu lembaga keuangan

mikro syariah yang be donesia khususnya di kota

Pinrang dan melak ngsi intermediasi (financial intermediary

pembiayaan ke perbank
iayaan, Baitul Maal Wa

akad jus i abahah.

imana bank

pllkasm)PrnanE Pﬁlﬂ E]trak jual

alaupun akad ‘murabahah ini sering

jual adalah

digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad

ini.

Heri Sudarsono, BMT dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogjakarta: Penerbit Ekonisia,
2007), h. 97.
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Fenomena yang terjadi misalnya anggota BMT banyak yang tidak memahami
mengenai akad pembiayaan. Ini berarti kurangnya pemberian informasi ataupun
penjelasan yang mendalam mengenai akad pembiayaan sehingga anggota BMT

beranggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh

dengan lembaga keuangan konve salahan lain yang terjadi adalah tidak

menetapkan prinsip ke mberikan pembiayaan dalam

anggota BMT sehi

pada Produk

atas, maka

= "FAREPARE

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten

Pinrang

1.3.2 Untuk mengetahui penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di
BMT AIl-Birry Kabupaten Pinrang
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1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas ekonomi dan
bisnis islam dengan jurusan Perbankan Syariah dan umumnya bagi siapa saja

yang tertarik untuk mendalami permasalah-permasalahan yang berhubungan

dengan penerapan produk- biayaan yang ada di lembaga keungan
syariah khususnya Be
1.4.2 Penelitian ini dapat membel tribusi pemikiran dalam

abahah pada

hasilkan penelitian-pen

n ini bermanfaat sebag elajaran dan

Imiah penulis dalam d enulis tekun

13l
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BAB Il
TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilak gunakan referensi pustaka juga

mengambil poin-poin y at pada penelitian terdahulu

yang memiliki hubu kat. Penelitian terdahulu

*Estu Pamuji, “Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan KPR BRI syari“ah IB di
bank syari“ah kantor cabang Aji Barang banyumas”, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam : Purwokerto, 2017)
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2.1.2 Penelitian skripsi Riana Dwi Ariani dengan judul “Analisis penerapan Prinsip
Character dan Collateral pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-amin Wangon.
Pada penelitian Riana berfokus pada analisis penerapan prinsip Character dan

Collateral sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi akad

murabahah pada produk Pembi nya penelitian Riana dari peneliti

iniadalah sama-sama m

2.2 Tinjauan Teori

I n pakar yang
ikiran tentang impleme ai salah satu
tahap ¢ n. Wahab dan bebera i atkan tahap

a posisi yang berbeda : ipnya setiap

u ditindaklanjuti dengan i ije
tasi dianggap se d ‘utama dan te ang sangat
Jalam prose n tersebut an dengan

ards 111 FAREP*IREg efektif

merupakan

aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan

*Riana Dwi Ariani, “Analisis penerapan prinsip character dan collateral pembiayaan
murabahah di BMT Al-Amin Wangon”, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
Purwokerto, 2016)

>Akib Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif,
Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari
Makassar, 2008) h. 117.
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yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi
masyarakat.’
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan

oleh para implementor kepada k n (target group) sebagai upaya untuk
mewujudkan kebijakan”

Menurut Agu i proses yang dinamis,

alam Winarno) menyat
apa ya i undang-undang ditetap an otoritas
euntungan (benefit), atau suatu yang nyata
in n-tindakan ¢ bagai aktor,
mbuat progra

plementasi

membentuk

®George C. Edward 111 (edited), Public
Goggin, Malcolm L et al. 1990), h. 1.

"Purwanto dan Sulistyastuti , Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan,
(Bumi Aksara Jakarta, 1991), h. 21.

8Agostiono, Implementasi  Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,
http//:kertyawitaradya.wordpress, diakses 22 Juli Pukul 19.23 Wita, h. 139.

olicy Implementing, (Jai Press Inc, London-England.

°Rendal B. Ripley and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, Second
edition, (the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), h. 148.
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suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan
sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputu ang penting atau keputusan badan

peradilan. Lazimnya, k ikasikan masalah yang ingin

diatasi, tegas tujuan atau ang ingin dicapai, dan

i pernyataan

n Eugne Bardach mel alam proses

pernyataan sebagai kup untuk

dan kebijakan umum hagus diatas

kertas. merumuskannya dalam kata-

kedenge a  mengenak
ya. dan lebi
yang mxq an semua orang te a anggap klien”.

bagali defn*in Ep&napulkan bé

slogan yang

mpin dan 2milih  yang

sanakannya bentuk cara

s 11

adalah ¢
dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, (Scott
Foresman and Company, USA, 1983), h. 139.

“Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, (Scott
Foresman and Company, USA, 1983), h. 141.
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2.2.2 Unsur-unsur Implementasi

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang

mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
Unsur pelak or kebijakan yang diterangkan
Dimock & Di j ikut: ”Pelaksana kebijakan
merupakan kan yang terdiri dari
perumusan
Derencanaan,
pengorganisasian, pen 3 pelaksanaan
an serta penilaian”.
rlibat penuh dalam impl i ublik adalah
dijelaskan oleh Ripley i Tachjan :
and policies
varying deg iCy process.

and progra imati i bureaucratic
v a large Pelltnlflp K REtinant”.
OOR

erbeda denoge ahap fomu nenetaps ebijakan publik dimana

begitu, unit-

ijakan yang

birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.*?

2. Adanya program yang dilaksanakan serta

12 Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26-27
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Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-
tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini
dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan bahwa “Implementation is that set of

activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut Terry

dalam Tachjan program me 1, “A program can be defined as a

comprehensive plan .t e of different resources in an

integrated patte stablish a seque equired actions and time

schedules for 'eac

Program tersebut men , kebijakan,

dar dan budjet.” Pikira 3 ukakan oleh

ons o B

diperlukan. Selanjutnya, enjelaskan bahwa isi program harus
menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis

manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of

B Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31
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12

change envisioned), status pembuat keputusan (site  of decision
making),pelaksana  program (program implementers) serta sumberdaya
yang tersedia (resources commited)”.**

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari

beberapa tahap yaitu:

1) Merancang erta perincian tugas dan

ang jelas, penentu prestasi yang jelas serta
an struktur-

yrosedur dan

em penjadwalan, arana-sarana

epat guna serta evaluas kebijakan.
3.
ok sasaran,
orang atau
a yang akan
yang telah
plementasi

kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti:

YAgustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 33
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besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta

kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.™

2.2.3 Teori Pembiayaan

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat

pula permintaan/kebutuhan pen mbiayai kebutuhan masyarakat baik

sektor produktif maup rintah yang bersumber dari
APBN sangat terb memenuhi kebutu s, sehingga pemerintah

peran dalam

ai intermediary (peran : u fungsinya

adalah Dalam lembaga konve : Jana dikenal

dengan gkan dalam lembaga ki but dengan
istilah p aan.

aan dalam | arti efinisikan sebagai anaan yang

dilakuk h lembaga ank syariah Ja nasabah.

alam  arti F*en'E]Pln' Embelanja pendanaan

akan, baik

dilakukan sendiri maupun dikerjakan o

15Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35

®*Mujahidin, “manajemen pembiayaan syariah, “mujahidinmeis.wordpress.com/2010/05/02/

manajemen-pembiayaan-syariah (05 juni 2018)
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Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli
dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli."
1. Pemindahan daya beli (source of fund)pada umumnya yang bersedia

menyisihkan sebagian dari penghasilannya tidak untuk

dititipkan/diinvestasikan. Pad mnya penabung kurang mengetahui untuk

apa data beli/uang dipergunakan. Oleh karena itu,
uang mereka pa a keuangan yang nantinya
daya beli,

jusaha telah

ntuk apa pembiayaan akan, untuk

rja.

Menurut Muhammad sec ro pe

untuk atkan ekon dana bagi atan usaha,
i produktifitas rja baru, da di distribusi
: Sedangkan  secara embiayaan diberika gan tujuan

\feithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: teori, konsep
dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 2.

¥Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,
2005), h. 17-18.
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2.2.5 Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Ada beberapa
fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat

penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan dibidang ekonomi, perdagangan dan

keuangan dapat dikemukakan sebagai
1. Pembiayaan dapat me 3. guna) dari modal/uang.

embaga keuangan. Uang

sentase tertentu ditingka egunaanya oleh lembaga

bank  untuk

usaha-usaha rehabilit

enyeluruh.

ap (yang diperoleh dar idaklah idle

rkan untuk usaha-usaha
Aha maupun

jembatan un patan nasiona
Para usahawan yan leh pembiayaan

akan berlangsung terus menerus. Dengan

permodalan, maka peningkata

pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus

%\/eithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: teori, konsep
dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 7.
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bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang
pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.
3. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan/kredit tidak saja bergerak di dalam

negeri tapi juga di luar nege gara-negara kaya atau kuat ekonominya,

demi persahabatan a nberikan banyak bantuan kepada

.....

2.2.6 Je
beberapa jenis pembiay:

2.26.1

erat hubung dengan hal

an produksi,
dalam arti luas menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti

luas maupun penyediaan jasa.?!

2’Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogjakarta: Ekonomis, 2005), h. 198-199.
?!|smail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107
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2.2.6.2 Menurut sifatnya:
1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti

pemuhuan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan

produksi, pertanian, perke
2. Pembiayaan kons

butuhan konsumsi, baik

2.2.6.3

n jangka pendek) adala iayaan yang

simum satu waktu.

2.

mbiayaan jangka waktu 6 suatu bentuk

3. L

waktu dapat

2.2.7 Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam

pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

22|smail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107
|smail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.108
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1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa
pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-

benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Antara si rima  pembiayaan harus ada

kesepakatan. ini dituangke suatu perjanjian dimana

menandatangani hak da

tu tertentu,

cakup masa pengembali disepakati.

kerugian dapat diakibat ko kerugian

al yz
sabah sengaja tidak ma ayar ya pada hal
karena nasa

dan resiko k ak senagaja.

n panjang jangk it semakin resiko tidak

, demikian pula se
-3.. PAREPARE
ntuk bunga,

biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan
keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang

diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.**

*Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogjakarta: Ekonomis, 2005), h. 19-21.
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2.2.8 Prinsip-prinsip Pembiayaan
Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembiayaan yag dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Character
Characterad dengan melihat dari sifat calon
debitur apakah oernah memilik masalah saat pembiayaan

at tinggal atau tempat kerja

ah prinsip pembiayaan puan calon

bayar kredit dilihat dar apakah ada

engembalikan angsur ysuran yang
au usahanya berkembang

kemampuan

Capitaladala i mengetahui
usaha yang

ibadi seperti

4. Collateral
Collateral adalah prinsip pembiayaan dengan melihat jaminan yang
diberikan nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik

seperti BPKB atau sertifikat yang dapat menutupi pembiayaan.
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5. Condition
Condition adalah prinsip pembiayaan dengan melihat nilai kredit
hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang apakah jenis usaha halal

secara agama dan legal menurut hukum dengan kondisi lingkungan tempat

usaha tersebut.?®

2.2.9 Pembiayaan Muraba¥

) ari-Ribh euntungan)ypadalah transaksi
k bertindak
adalah harga

k ditambah keuntungan

dalah jenis pembiayaa b ndak selaku
an disisi lain bertindak embe udian bank

ya bali denga harga. beli ditamf argin yang

Murabahah rang dengan takan harga

an dan keptnaﬁn:?/m “’eEati o-Ieh p dan pembeli-.

*Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, h.105-106

*Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), Edisi 11, h. 88.

27ulkifli Sunarto, Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi (Jakarta: Zikrul Hakim,
2003), h. 90
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keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.?® Selain mendapatkan
keuntungan, lembaga keuangan syariah juga hanya menanggung risiko

minimal.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah anta

1. Bai’ (penju

2. Musytari

tidak dalam

yang haram

arga pokok

kan dengan

3. Pernyataan serah terima (ijab gabul) harus jelas dengan menyebutkan
secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

3. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

2Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), h. 113.
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Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keungan syariah
tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan
pembiayaan tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari

Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional danAl-Quran

serta Hadist.
Dasar huk an Murabahah dalam sumber
utama hukum i sebagai beri
mor 04/DSN-MUV/I Dalam fatwa tersebut
ai berikut :
bebas riba
iperjualbelikan tidak di ah
yai sebagian atau selur barang yang
ti kualifikasinya
eli barang yang diperlu nama bank

tan dengan

g

h (pemesan)

nya. Dalam

a pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati
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8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang

dari pihak ketiga, ak beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secars
an, agar nasabah serius

sabah untuk menyediakan

) diperlukan

oleh individu.

*’Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/1V//2000.

*Kementerian Agama Republik Indonesia, 4/ Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya : Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 66
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2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan
investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah
sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau

akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan

konsumsi, biasanya baran akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan
teratur.

pembiayaan modal kerja

yaitu seperti

transport alat industri,

ng, dan aset tetap lain yang tidak
ariah. Tujuan murabah iguna bagai modal
n sel tujuan nasabah memp beli barang
luka . Apabila untuk tujuan lain se

tidak boleh

beli barang,

2.2.10 £ Ekonomi S

vai ciri dan

jol dari segi
pembedaan tersebut adalah bahwa ‘Islam menjadikan etika bukan hanya sebagai
akibat dari sebuah aktivitas bisnis tapi lebih dari itu etika dalam Islam merupakan

sebuah norma dan bentuk pertanggung jawaban Allah.

$!1smail, MBA. AK, Perbankan Syariah Edisi Pertama, h. 141
%2gytan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek Hukumnya, h. 205
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Selain itu hal mendasar lain yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam
sekaligus identitas ekonomi Islam itu sendiri adalah dengan dihilangkannya
variabel bunga dalam sistem ekonomi,karena bunga dianggap sebagai salah satu

bentuk dari praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur“an Dan Hadist.

Konsekuensi dari hal tersebut & iskursus mengenai riba begitu hidupnya

didunia Islam.Hal ini m ah olah doktrin riba adalah hanya

khusus dalam ternr

dan titik tekan Islam dap Sistem transaksi yang
Jan para ahli
merupakan

adi bahan diskusi bagi ki

selain Islam, Yahudi,da i, Ses nya terlebih

paham dengan konsep

sec hasa bermakna Ziyadah han) pengertian

linguistik rib n membesar. kan menurut

is, riba bera mbahan dari harta atau modal

enjelaskan R amun secara
pengambilan

secara bathil

Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau Riba ada sejumlah
kategori bunga yang sangat dilarang dalam al-Qur*an seseorang yang memakan

riba sangat dikutuk dan diangkatkan akan diancam dengan siksa neraka.

**Sumar’in,Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta:Graha 1lmu,2012), h. 34.
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Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman
dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkannya. Akan
tetapi ,Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan

uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah Riba itu sedikit maupun

banyak,dan mencela orang-ora i menjalankan riba padahal mereka telah

dilarangnya. Disisi lai kan dampak sosial dari riba,

sebagaimana ya an oleh nabi: iba dan zina sudah merata

a untuk mendapatkan

gembangkan

uangan yang sesuai da elaksanakan

ariskan oleh perbanka merupakan

lembaga keuangan Is ilisasi dana

menyediakan berbagai fasi

) merupakan

2.3Tin

2.3.1 Implementasi adalah proses pengelolaan yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian
tujuan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses
penerapan teori ke dalam aktivitas operasional yang disesuaikan dengan fakta

yang terjadi.
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Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana untuk investasi

atau kerjasama yang dilakuk eh BMT Al-Birry kepada nasabahnya.

Sehingga melalui na dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya NC berekonomian masyarakat.

harga yang
jual dan pembeli, dim tkan dengan
erjualbelikan, termasuk g rang kepada

MT mensyaratkan at ngan dalam

13l

PAREPARE
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

Baitul Maal Wat Tamwil
AL- Birry

Teori Imglementasi

Unsur Implementasi

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan
3. Target group atau kelompok sasaran.

Akad Murabahah

A

Nasaba

Terlaksananya Implementasi Akad Murabahah pada
Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten
Pinrang

PAREPARE
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode

penelitian dalam buku tersebut, erapa bagian, yakni jenis penelitian,

lokasi dan waktu peneliti umber data yang digunakan,

teknik pengumpulan nik analisis data.

3.1 Jen

i lapangan, data yang d masi, uraian
sederhana dan dikaitk g ada untuk

dap suatu kebenaran.

ndekatannya
i observasi.
n tanggapan
yang ac ak bagaimana

y Kabupaten

*Tim Penyusun,Pedoman Penulisan Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi
Revisi(Parepare: STAIN Parepare, 2018), h. 13.

29
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Birry yang
beralamat kantor area Pinrang : JI. Mongisidi No 38, Pinrang. Peneliti merasa perlu

melakukan penelitian di lokasi tersebutiatas pertimbangan mudahnya dijangkau oleh

peneliti. Adapun waktu yang i untuk melaksanakan penelitiannya

adalah 2 bulan.

3.2.1 Gambaran Um

3211 Kabupaten
Nama | Maal Wat Tamwil Al-E
Bidang paga Keuangan Mikro S
. Mongisidi No. 38
mendorong

uhnya usaha
kecil mikro, sebagai pelaksana sistem ekonomi syariah, penghubung antara pemilik
dana (shahibul maal) dengan anggota, sebagai Mudharib yang secara

berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya.
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Misi

Memperluas dan memperbesar networking Koperasi Syariah/BMT sebagai
lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah di tingkat mikro, meningkatkan

efisiensi usaha kecil dan menengah dan lembaga pendukung lainnya, memobilisasi

dana sehingga berkembang da leh masyarakat lapisan bawah dan

menengah guna menge elalui suntikan modal kerja

kepada Koperasi Sy sebagai lembaga , mempertinggi kualitas

i tahun 1995 dan merup yang tertua

irry awalnya didesain s Jitan Rakyat

litasnya tidak memenu adi BPR Al-

hukum menjadi BMT. adan hukum
agi sabah hanya

da ibe tara pendiri

Bentuk pembiayaan dilakukan denga

yang tunai bukan barang dengan birokrasi
yang tidak rumit (cepat dan berkualitas).Di luar kegiatan simpan pinjam BMT ini

juga menggarap sektor rill namun diakui mereka belum dapat bersaing dengan pasar.
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3.2.2.2 Struktur Organisasi Pengurus BMT Al-birry Kabupaten Pinrang

MANAJER

H. Amir Kannati, S.E.

Keuangan Pembiayan AT dan Data Pendanaan
Base
1. Hj. Dakiah H. Syarkawi Aswar M, S.Kom
Badiu, S.H. I Kahalil Nur Rahmi, I
2. Hj. Sry Isti S.Kom
Widyawi

Anggota

Ivan Septian Riska

PAREPARE

1. Memimpin operasional BMT! sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum
yang telah ditetapkan.

2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan mingguan yang meliputi
rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, rencana

keuangan dan laporan penilaian kesehatan BMT.
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3. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.

5. Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta
mendiskusikannya dengan pengurus, berupa laporan pembiayaan baru,
laporan perkembangan pe aan, laporan keuangan, neraca dan laba
rugi serta membin aik perorangan.

2. Keuangan

© N o a B~ w b =

yaran sesuai dengan per
bayar pengambilan tab
s harian

akhir jam kerja menghitung

Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
Melakukan administrasi pembiayaan
Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet

Melakukan laporan perkembangan pembiayaan
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4. AT dan Data Base
Bagian AT dan Data Base bertugas :

Menangani adaministrasi keuangan

Mengerjakan jurnal dan b
Menyusun neraca

Melakukan

o c w0 o

1. ) n penggalangan tabung
2. > gembangan produk-pro
3. ) s dan membuat laporan

an terhadap anggota

3.3 Fok

akad Murab bada Produk
Pembia
3.4 Jen
3.4.1 Data kakan atau

digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.*

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperolah dari lapangan

**Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Raneka
Cipta, 1998), H. 321.
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dengan mengamati atau mewawancarai narasumber (informan). Dalam
penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang
memiliki informasi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan

informasi langsung mengenai judul peneliti. Adapun narasumber untuk

penelitin ini dipekirankan asabah BMT Al-Birry Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder ad endukung data primer yang
ggunakan data sekunder

ainnya yang

ata
n data adalah tehnik

n data. Pengumpulan d

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujua da beberapa
pulan data alam sebua i i
ancara dan

PAREPARE

mengukur sikap dari narasumber na dapat digunakan untuk merekam berbagai
fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku
subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan

atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
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Penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat fakta-fakta
yang terjadi terkait dengan implementasi akad musyarakah dan akad murabahah pada
produk pembiayaan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan su n yang dilakukan untuk mendapatkan

informasi secara langsung rtanyaan-pertanyaan pada para
responden.* Dalam p wawancara dengan pihak-

pihak terkait.

enghasilkan

berhubungan dengan Metode ini
Ikan data yang sudah an dokumen
yang b ta pendukung dan pel orimer  yang
i dan wawancara mendalam.
3.6 Tek
s data merup n (descriptio penyusunan
ew serta mat umpul. Maks agar peneliti

kemudian

%Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek(Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004), h. 39.

$"Basrowi suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158

%83udarman Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang IImu-Imu Sosial,
Pendidikan dan Humaniora (Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37
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bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu
fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data
yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.*

3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk

memperoleh data yang berkai an permasalahan yang sedang dibahas.

Selain itu, peneliti m rtisipasi untuk mengumpulkan

hasil observasi untuk m Jak ada data

tentangan antara hasil sil observasi

ri pihak terkait mengoreksi

n data atau diperoleh da ancara dan

si tersebud A4 BB IS B A 2 S

sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

%saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet ke-2; Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Mekanisme Akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Mekanisme akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diuraikan

sebagai berikut :
1. Prosedur P
Prosedur pe

embiayaan dengan a bahah di BMT Al-Birry

anyakan keperluan nasa

berikan penjelasan tent yarat k pengajuan

TPs istri 2 lembar

i
ocopy KK 2 lemba
ang bukti ja

inan BPIPi(anPJhoR B, fotoco K,

f) Pihak BMT memberikan “formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi

nasabah dan menyerahkan persyaratan kepada BMT.

38
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g) Pihak BMT mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa
kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada
kekurangan, nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.

h) Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang menurut

besarnya pinjaman p

Sebagai ma i i h dari wawancara yang

ertakan foto
bpkb motor)

arga, surat ni
”41

lainnya
arkan oleh ibu Syam juga yang

ukan pembiayaan di BMT Al-

pembiayaan
memberikan
gunan maka

eningkatkan

*Irfan, Pegawai BMT, JIn Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November
2019

*'Syamsiah, Pemilik Salon, JIn Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Pinrang, 25
Oktober 2019

*Narto, Pemilik warung bakso, JIn melati, wawancara oleh penulis di Pinrang, 4 November
2019
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Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak BMT memudahkan
nasabah dalam mengambil pembiayaan, ini terbukti dari mudahnya nasabah

memahami prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

Pernyataan yang di sampaikan pihak BMT :

“Kami dari pihak B
calon nasabah a
di sini, dan k
mengambil

edur yang mudah dipahami oleh
ingin melakukan peminjaman
uang bahwa rata-rata yang
usaha mikro”*®

pu melihat

pihak BMT

menget g melakukan
usaha pembiayaan
yang r iayaan yang
mudah

aka proses
selanjut i oleh pihak
BMT d penyaluran
dana b berdasarkan
ketentuar m  Islam, melainkar erdasarkan ketentuan hukum Perbankan

Syariah dan sesuai dengan unsur pembiayan yaitu kesapatakan serta ketentuan khusus

yang diterapkan yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah

*Irfan, Pegawai BMT, JIn Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November
2019
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dengan BMT, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang
diperlukan yang meliputi: dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung
usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional

Ketentuan.

Pada prakteknya perjanji disepakati terlebih dahulu, walaupun

barang yang merupaka a, namun dalam perjanjian

murabahah tersebut spesifikasi dari be barang yang merupakan
sebut. Pada
MT sebagai
wakiln arang atau objek mur i ang tersebut
kan dijadikan modal

n oleh pihak BMT, seb
an, BMT menyediakan bantuan modal ya kan kepada
dalan imanfaatkan

erangi atau
banyak di

o oydd
cberadaan rentenir”

mampu layak, yaitu
dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yamg berhak
menerimanya, dalam hal ini adalah fakir miskin. Hal tersebut menjadikan BMT

sebagai salah satu tempat pembiayaan yang mampu menjalankan tugasnya dalam

*Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, JIn Maejen Sutoyo, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019
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membantu masyarakat sehingga BMT mampu dikatakan sebagai pelaksana dalam hal
pembiayaan.
2. Ketentuan Perjanjian

Ketentuan perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Al-Birry

meliputi:
1) Orang yang bera
murabahah secara erikat dengan perjanjian.

Rukun ini

akadkan
g diakadkan atau ya akad dalam
d murabahah ini adal ang  menjadi
abah. Barang-barang yang biasanya j akad seperti
bil, dan lain sebagai i i osedur yang
oleh BMT i ikan obyek
noip AR EPARE
di dan barang
tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
Pada BMT Al-Birry menggunakan sistem sesuai dengan konsep Murabahah

dimana barang tersebut (yang dibutuhkan nasabah) merupakan milik sepenuhnya

oleh BMT Al-Birry kemudian diserahterimakan kepada nasabah.
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3) Tujuan atau maksud pokok pengadaan
Praktik pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry Pinrang telah sesuai dan
tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus

dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.

Dalam penerapan akad pembi hah di BMT Al-Birry menyebutkan

bahwa pihak perta asa pada pihak kedua yaitu
BMT untuk me imi h senilai barang tersebut

pengadaan

MT. Seperti

erjanjian yang ditera MT adalah
yang akan diakadkan an berakad
isepakati kedua belah pi

ahah vyang diterapkan di BMT =~ Al-B dalah untuk
nasabah deg etentuan per agar dapat
kepemilika bah dengan
isabah lewat
sabah dapat

memenuhi kebutuhan akan pembelian s barang yang dikehendaki.

*Irfan, Pegawai BMT, JIn Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November
2019
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Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, BMT Al-Birry
menerapkan 2 prinsip utama atau yang dikenal dengan 2C yang berkaitan dengan
kondisi keseluruhan calon anggota, yaitu:

1. Character, adalah penilaian terhadap sifat, kepribadian, dan integritas calon

nasabah pembiayaan d untuk mengetahui kemauan dan
komitmen untuk
2. Condition, konomi yang terjadi di
jenis usaha
isi eksternal
proses berjalannya usa
an oleh lbu Isti:
engajukan permohon i i harus
adian dari calon nasab
en calon nasabah untuk memenuhi kew: samping itu,
ekonomi calon na: h-ha i j ayang akan
‘ o 1 nya”
diperhatikan
prinsip yang
llateral, dan
condition. Prinsip 5C ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan dalam

menganalisis layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

*®Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, JIn Langga, wawancara oleh penulis di
Pinrang, 18 November 2019
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Namun dalam hal ini BMT Al-Birry hanya menerapkan 2 prinsip yakni prinsip
character dan condition.
3. Jaminan

Dalam akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry disebutkan tentang

adanya penyerahan jaminan at utang. Hal ini diperbolehkan sesuai

Fatwa DSN MUI No: 0 rabahah pada ketetapan ke 3
pasal 3 ayat 3, akad
hutangnya.
Dan ket i tersebut dan
telah se SN MUI No: 04/DSN- ) murabahah
pada ke ] i yang dipaparkan oleh

asabah ingin melakuk: 1 ka nasabah

erikan jaminan atau agu i adalah hal
yang harus diberikan oleh calon nasabah. Penys jaminan ini

pegangan b ktu-waktu n: tidak dapat

si kewajibannya”™*®

arkan wawan isme pembia urabahah di
BMT mengglpm R]EMRtE pembia arena  untuk

pihak BMT

kepada nasabah juga beragam, tergantung dari besaran pembiayaan yang dibutuhkan

*’Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/1\V//2000.

*®Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, Jin Langga, wawancara oleh penulis di
Pinrang, 18 November 2019
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oleh nasabah. Selain itu, jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT Al-Birry
berupa surat-surat berharga seperti BPKB motor dan sertifikat tanah.
Sebagai mana yang dipaparkan oleh nasabah :

“Ketika saya ingin mengambil pembiayaan di BMT biasanya saya
menggunakan jaminan BPKP or karena di BMT calon nasabah harus
menyertakan jaminan Kketi ngajukan pembiayaan, mungkin itu
untuk jaga-jaga jan h yang kabur atau lalai dalam
membayar kewaji

Setara yang an oleh nasabah lain:

mudah. maka dari
kembali mengajukan

ara diatas dapat diketah

BMT K membuat nasabah ingin kembali mengz pembiayaan
apabila -waktu nasabah m pe

ng beragam,
sesuai d pembayaran
dengan an oleh ibu
Syamsiah:

*Karmila, pelayan warung makan, Ammasangeng, wawancara oleh penulis di Pinrang, 12
November 2019

**Narto, Pemilik warung bakso, JIn melati, wawancara oleh penulis di Pinrang, 4 November
2019
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‘Saya mengambil pembiayaan untuk tambahan modal usaha salon saya. Saya
merasa sangat terbantu dengan pengambilan pinjaman di BMT ini karena saya
bisa memilih model pembayaran angsuran yang saya inginkan. Biasanya saya
membayar angsuran tiap minggu atau tiap bulan*

Hal senada dipaparkan oleh nasabah lain :

“saya mengambil pembiayaan

kebutuhan sehari hari saya. Saya bekerja
di rumah makan tetapi keb :

asih belum tercukupi makanya saya
han sekolah anak dan kebutuhan

dikarenakan
osesnya yang cepat dan i yang tinggi.
keleluasaan kepada mengangsur

model pembayaran ang i aki.

T Al-Birry tkan dengan

ah kepada pi T. Menurut

Nasiona jelissd| esi -MUI) arkan fatwa
PAREPARE'

ang enurut fatwa

akad jual beli adalah

boleh. Oleh Karena itu, pihak BMT dibolehkan untuk meminta uang muka dalam

>'Syamsiah, Pemilik Salon, Jin Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Pinrang, 25
Oktober 2019

>’Karmila, pelayan warung makan, Ammasangeng, wawancara oleh penulis di Pinrang, 12
November 2019
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akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila keduanya sepakat. Jumlah uang
muka juga ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, uang muka
nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada pihak

BMT apabila akad murabahah terlaksana. Apabila nasabah membatalkan akad

murabahah, nasabah harus mem i.rugi kepada pihak BMT, jika jumlah

uang muka lebih kecil T dapat meminta tambahan

kepada nasabah. Jik ang muka lebih bes rugian maka pihak BMT

atas pembilayaan yang o tergantung
ri saya dan pihak BM g lebih suka

muka agar lebih meri melakukan
5953

ang disampaikan oleh p

rkan wawancara iketahui bahwa uang muka

setiap berbeda, .Aﬂlﬁaﬂkﬁian uang dapula yang

tidak. pakatan dari

nasabah dan pihak BMT. Pemberian lang muka bukanlah suatu keharusan bagi

nasabah karena pihak BMT tidak mempermasalahkan pemberian uang muka, nasabah

>Erni, Pelayan warung makan, Jin gabus, wawancara oleh penulis di Pinrang, 21 Oktober
2019

>*Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, JIn Langga, wawancara oleh penulis di
Pinrang, 18 November 2019
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hanya diharuskan untuk membayar angsuran pembiayaannya sesuai kesepakatan

kedua belah pihak.

5. Denda

Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh BMT Al-Birry kepada nasabah atas

dasar perjanjian kedua bela dnya. Akad yang digunakan dalam

mekanisme pemberia ebut merupa murabahah yaitu akad jual

beli antara nasabah ak BMT dengan harga merupakan harga

alam jangka

pihak BMT

an pembayaran denda pada waktu

eruntukkan untuk nas membayar

harus berupa bentuk rdapat pada

donesia No.

a fatwa De iah i Majelis Ula

X/2000 tent

Mampu ya unda-nunda

adanya [EJAaRaE Rah&Eersebut, etentuan hak

BMT dan nasabah harus bisa memposisikan dirinya dalam rangka melaksanakan hak
dan kewajibannya, karena setelah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak

dalam akad pembiayaan murabahah, berarti nasabah sudah mendapatkan penjelasan
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secara detail dan sudah mengerti isi keseluruhan ketentuan akad pembiayaan
murabahah ini.> Seperti yang dipaparkan oleh pihak BMT:
“kami memberlakukan denda untuk nasabah yang lalai membayar
kewajibannya. Ketentuan besarnya denda juga tentunya berbeda tiap nasabah,
ini tergantung dari perjanjian awal kami dengan nasabah. Adapun denda yang
nantinya dibayarkan oleh nasabah akan kami gunakan untuk dana sosial”
Hal senada disampaikan oleh pihak BMT Lainnya:
“Di BMT sendiri menerapkan denda tergantung dari kesepatakan yang
dilakukan oleh pihak BMT dan calon nasabah, ketika nasabah mengajukan
peminjaman.dan menyerahkan jaminan.dan menandatangani_kontrak yang ada
maka nasabah wajb memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu membayar
angsuran tergantung dari kesepakatan seperti angsuran perbulan, perminggu
bahkan ada perhari jadi ketika nasabah tidak mampu atau lalai dalam
melaksanakan kewajiban untuk*membayar angsuran maka disitu pula denda
diterapkan oleh pihak BMT untuk memberi efek jera agar nasabah tidak
mengulangi kelalaiannya’*®
Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada dasarnya denda yang diterapkan
oleh pihak BMT karena keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah yang
dilakukan nasabah. Namun, nasabah.yang diperbolehkan untuk dikenakan denda
adalah nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran angsurannya. Lebih khusus,
pengenaan denda adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah serta
menghindarkan kerugian' yang" akan"dialamt _oleh“pthak BMT. Adapun dana yang
didapatkan dari denda tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional BMT

tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial.

>>Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jin Maejen Sutoyo, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019

*®Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, JIn Langga, wawancara oleh penulis di
Pinrang, 18 November 2019
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4.2 Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry

Kabupaten Pinrang

Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry dapat

diterapkan atau terlaksana dengan baik apabila setiap unsur-unsur implementasi yang

menjadi tolak ukur dalam pe n akad murabahah dapat terpenuhi.

Menurut Tajhan terdap r-unsur implementasi, yaitu

sebagai berikut:

vihak  yang

yang terdiri dari Jan sasaran
5 serta perumusan keb organisasi,
, perencanaan, penyusu Jrganisasian,

enilaian.”’

dalam prosedur pembiayaan, uan perjanjian, jaminan, uang muka dan
denda telah terpenuhi unsur pelaksananya. Selain itu, rukun dan syarat dari
pembiayaan murabahah juga telah terpenuhi. Rukunnya yakni adanya penjual,

pembeli, objek akad, harga barang dan ijab kabul. Sedangkan syarat pembiayaan

>’ Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26
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murabahah yakni pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak
terpaksa. Kedua, objek akad harus halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
Ketiga, harga barang maupun keuntungan dinyatakan secara transparan.

Keempat, pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara

spesifik terhadap pihak-piha

Suatu kebij lik tidak mempun enting tanpa tindakan-

digunakan dan terpad an. Program

n sasaran, kebijakan, standar dan

yang dilaksanakan oleh BMT Al-Birry berupa 2rian produk
n dengan ak u kan oleh nas epada pihak
mberian pe tersebut  ju us melalui
n mekaniPeKrR‘aElp)ntniE(anisme- me tersebult,
oleh BMT.
dirasa lengkap maka tahap selanjutnya

Setelah prosedur pembiayaannya

melakukan perjanjian. Dalam perjanjian program pembiayaan ini memuat hal-hal

*8Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31
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yang berkaitan dengan tujuan maupun ketentuan dari pembiayaan itu sendiri
termasuk mengenai pemberian uang muka dan ketetapan denda.
3. Target group atau kelompok sasaran

Unsur yang terakhir adalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan

mendefinisikan bahwa: “tar sekelompok orang atau organisasi

dalam masyarakat jasa yang akan dipengaruhi
perilakunya ol an”. Berdasarkan yang telah dilakukan
i kebijakan
rti:  besaran
in, tingkat pendidikan, erta kondisi
garuhi terhadap efektivi
pada pembiayaan mur i Birry adalah
enjalankan
menerima
g dimaksud
tikan, usaha
memberikan
pembiayaan kepada kelompok yarakat yang membutuhkan modal dalam

peningkatan usahanya apabila kelompok masyarakat tersebut dapat memenuhi

kriteria, syarat maupun prosedur yang diberikan oleh pihak BMT.

59Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35
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Selain penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan diukur
menggunakan unsur-unsur implementasi. Pembiayaan dengan akad murabahah juga
menerapkan prinsip-prinsip implementasi. Dalam prinsip-prinsip implementasi

tersebut terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Beberapa prinsip-prinsip

implementasi yang dimaksud ada

1. Tauhid (Uni

mutlak dan
ang diciptakannya. Ol i ala  aktifitas

alah dan bisnis seha idase bada konsep

diri yakini bahwa semua ya j dalam bisnis
ilik Allah semata, melaksanakan bisnis berbasis i irman Allah

surah Fussilat (41

“Kami akan memperlihatkan kepada mercka tanda-tanda (kekuasaan) kami
disegala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka
bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu”.%

0k ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 482

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



55

Setiap harta (asset) dalam transaksi bisnis hakekatnya milik Allah SWT.
Manusia sebagai pelaku ekonomi hanya mendapatkan kepercayaan (amanah)
mengelola (istiklaf), dan oleh karenanya seluruh asset dan transaksi harus

dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT.

Kepeloporan Nabi Muham meninggalkan praktik riba, transaksi

fiktif (gharar), perj an komoditi haram adalah

wujud dari key ia sebagai khalifah Allah

eh manusia

ng, pihak BMT betul-be ik jelasan yang
an yang kami lakukan. skan bahwa
anya untuk keuntungan i arus bernilai
memberitahu saya bahwa i saya ajukan
dari riba sehingga apa yang bisa bernilai

paran, kami
indari yang
)u. Tentunya
setujui oleh

®1|smail Nawawi, Etika Bisnis Syariah, (Jakarta: VIV Press. 2012), h. 378

®?|srawati Tahir K, penjual minuman, JIn mongisidi, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7
November 2019

®*Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, JIn Maejen Sutoyo, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019
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Berdasarkan wawancara di atas bahwa, pihak BMT betul-betul menerapkan
prinsip ketauhidan dalam kegiatan pembiayaannya dengan nasabah. Ini terbukti
ketika nasabah mengatakan bahwa pihak BMT tidak menginginkan adanya

bunga dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukannya dengan nasabah.

BMT sadar betul bahwa de rasikan aspek religius dengan aspek-
aspek lainnya seperti enimbulkan perasaan dalam
diri manusia ba i a aktifitas kehidupannya,
ifitas bisnis
a.

seimbangan (Equilibriu
rupakan landasan untu i h kebijakan
i sehingga berdampa i buhan dan
patan dan kesejahteraan seluruh san akat. Prinsip

ka pengeluaran,

mampu dan

alam hal ini
pihak BMT dan nasabah harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak

berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan

h. 45

® Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
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individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan.

Harta mempunyai fungsi sosial yang kental.

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh nasabah:

BMT memberitahu kepada nasabah bahwa
ang diinginkan oleh nasabah itu sudah
ah BMT. Di sini pihak BMT meminta
erkait dengan keuntungan BMT

ah sehingga kentungan yang
1 pihak.”®

“Pada saat akad berlangsung pi
harga jual atas pembelian b
termasuk keuntungan yan
pendapat maupun pe
tersebut. Mereke
BMT perolehg

asar kesepakatan k

aruskan untuk
engharuskan
rlaku adil "dan berbuat perniagaan,
paling mendasar a aha  muslim

rnak n bila menakar dan m den it timbangan

r, ka | itu merupakan perilaku t yang

waan.
dalam wawa I eh pihak BM

praktikn ﬁrE‘ ﬁﬁ ng dirugi
an. Artlnpklx H n objekti

am kegiatan
dap nasabah

harus dipenuhi oleh nasabah”®

®*Hj. Nurhana, pelayan warung makan, Jin kampong baru Ongkoe, wawancara oleh penulis
di Pinrang, 11 November 2019

**Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jin Maejen Sutoyo, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019
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Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah
SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena
kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah (5) ayat 8.

4 s 4 A~ 9 Py
58 1558 15T ) @ s

Te

............ 3 -orang yang
an adil. Dan
orong kamu

ekat kepada
mengetahui

islam berkeyaki ili asan mutlak
kehendak, b hak untuk
pa yang akan kerjaan atau
an cara yang

ang mampu

*’Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 108

*®Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan. Terj. M. Arifin, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2000), h. 33
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menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan
dalam hidupnya.®
Kehendak bebas merupakan kontribusi islam yang paling orisinal dalam

filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun

dalam batas-batas skema penci anusia juga secara relatif mempunyai

kebebasan. Dalam p ir memiliki kehendak bebas

n kebebasan
atau tidak.
betul dengan kemampu karena itu,
n saya untuk memberik dak. Jumlah
n diberikanpun tergantu nasabah itu

ikan oleh nasabah lain:

nasabahnya. BMT tidak
melakukan Mereka itu
mengedepan : a itu, saat

aya lakukan
memberikan
yang saya
pembayaran

®*M. Quraish Shihab, Menabur Pesan lllahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan
Masyarakat, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 51

7® Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi, h. 42

"' Hj. Subaedah, penjual make up, JIn seruni,wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November
2019

72Hj. Nurhana, pelayan warung makan, Jin kampong baru Ongkoe, wawancara oleh penulis
di Pinrang, 11 November 2019
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Berdasarkan wawancara di atas bahwa, kehendak bebas merupakan bagian
penting dalam kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebab
manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai

kehendak bebas mengarahkan kehidupannya dalam hal ini usahanya kepada

tujuan yang akan dicapai dianugerahi kehendak bebas untuk
membimbing kehi am bisnis atau usaha yang
dijalankan, man uat suatu perjanjian atau

gembangkan

ntuk kebebasan dalam : salah satu
htiar. Ikhtiar tidaklah s i dern tentang
kata ikhtiar adalah kh rti “memilih

eh karena itu, jika bukan memili paik, pilihan

ah benar-benar pi nkan sebuah Kketid lan (zhulm).
esuatu yang t lakukannya
dituntut uplnentEiFAyR E< dan ma buruk.

N

iemilih yang
terbaik”. Yang mana dalam upaya “memilih” tersebut membutuhkan sebuah daya

untuk meraihnya. Maka “berikhtiar” berarti kebebasan untuk melakukan upaya

memilih sesuatu yang terbaik, atau bebas berusaha meraih yang terbaik diantara

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 110
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berbagai macam kebaikan yang ada. Kebebasan yang tidak mengandung
kebaikan, tidak menemukan jalan dalam ide kebebasan islam.
Kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan, telah ditunjukkan oleh Allah

SWT melalui wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad saw. Baik berupa

kebaikan duniawi ataupun u hidupan akhirat adalah kebaikan yang

terbaik bagi hamb imana ditegaskan dalam Al-

” &
TR A as
b anll (183

e (R
Te

ada orang-orang yang : yang telah

anmu?”’ mereka menja enurunkan)

. g-orang Yyang berbuat bai mendapat

lasan) yang bai mpung akhir ah lebih baik
ah sebaik-bai bertakwa.”

atas segala
akt ada manusia
seb tidak lepas
dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial.

Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat tetapi tanggung jawab kepada

"*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 270
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sesama manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non
formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.
Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah

melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan

berarti semuanya selesai saa ikehendaki tercapai, atau ketika sudah

mendapatkan keunt ertanggungjawaban atas apa

yang telah pebi an, baik itu pertan ban ketika bertransaksi,

an dan lain

aturan yang

cara yang dipaparkan ol

roleh pembiayaan mur i B -Birry, saya
a dana yang saya perol anya untuk

: : saya harus
gung 7g_:alwab : )akati denga
MT)’

d ualpop ice. Pihak
BMT selaln memberlkan informasi dan penjelasan mengenai pembiayaan
murabahah, mereka juga bertanggung jawab terhadap bisnis dari nasabah.
Mereka rutin menanyakan perkembangan dari usaha nasabahnya.”76

2019

>Hj. Subaedah, penjual make up, JIn seruni,wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November

"®|srawati Tahir K, penjual minuman, Jin mongisidi, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7

November 2019
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Berdasarkan wawancara di atas bahwa, baik pihak BMT maupun nasabah
sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap bisnis ataupun kegiatan yang
dilakukannya. Pihak BMT dan nasabah sangat sadar bahwa manusia sebagai

pelaku bisnis mempunyai tangg jawab moral kepada baik sesama manusia

maupun kepada Tuhan n harta sebagai komoditi bisnis

dalam islam ad ipertanggungjawabkan di

PAREPARE
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan-pembahasan mengenai “Implementasi Akad

Murabahah pada Produk Pe -Birry Kabupaten Pinrang”. Pada
bab sebelumnya, dapa

rabahah di BMT Al

5.1.1 Mekanisme abupaten Pinrang yang

mengajukan

h BMT Al-Birry. Set

njutnya adalah melaku perjanjian
ntuan dan mekanisme murabahah.
an yang dim lah jamina muka dan

Mekanisme | dal mbiayaan T Al-Birry

nakan jaminan adalah pegangan pihak BMT

nasabah (ReAdRPE BaAan Eunasi ke ya. Adapun

memberikan uang muka atau tidak memberikan uang muka. Selain itu, denda
yang diberikan oleh BMT Al-Birry adalah sangsi untuk nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayarannya.

64
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5.1.2 Penerapan mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-
Birry Kabupaten Pinrang pada intinya telah terimplementasi dengan baik
sebab pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh pihak BMT telah

sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku.

Pembiayaan murabahah di -Birry ini juga sudah memenuhi rukun-

rukun serta syarat urabahah. Hal ini terbukti pada
ukur dalam mekanisme
implementasi  tersebut,

dan nasabah

kan prinsip-prinsip imp

a implementasi Akad

g yang meliputi pr ketentuan

diterapkan

n, uang muka dan denda b ataka
erlaksana ka
iki keterkaita

' n fakta yang
5.2 Sar

ditarik dpmlnilpmﬂinpulan te plementasi

Akad
5.2.1 Walaupun akad Murabahah pada pembiayaan jual beli di BMT Al-Birry
Kabupaten Pinrang sudah diterapkan dengan baik, namun masih tetap

diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



66

dalam akad murabahah baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang
tidak melanggar syariah.
5.2.2 Diharapkan agar dalam proses pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry dapat

berjalan lancar maka pihak BMT harusnya lebih teliti dalam menyeleksi calon

nasabah agar dapat meminim isiko-risiko pembiayaan bermasalah yang
mungkin akan terjadi
pah SDM lagi yang khusus

asi pembiayaan agar pembiayaan akad murabahah dapat

524 i irry - : uk unggulan
ersaing dengan lem ‘ . Serta
is operasional berdasar
525 n karyawan, supaya se
m mengembangkan BMT
526 S lembaga k i en Pinrang
an dapat sepen insip-pri ariah  secara
han. Meskip

5.2.7
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